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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam

perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 20 November 1976,
agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Kabupaten Semarang dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., Muchibur
Rohman, S.H.l.,, Desi Mustika Sari, S.H., Dan Ari Citra
Kurniawan, S.H.., M.H..,, Advokat yang berkantor di Jalan
Kumpulrejo No. 11, Rt. 01, Rw. 02, Kelurahan Kumpulrejo,
Kecamatan Argomulyo, Salatiga berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal sebagai Penggugat

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 19 September 1966,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten
Semarang sebagai Tergugat

Pengadilan Agama Tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ======September
2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 983/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal
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===September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang
maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali terhadap posita
angka 9 (Sembilan) dan petitum angka 3 (tiga) ditiadakan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa;
A. Surat;

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai
cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.1) ;

2. Foto Kopi buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.2) ;

B. Saksi;

1. saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 23 Mei 1953, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten
Semarang Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tahun 2002 ;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak
harmonis, sering bertengkar penyebabnya saksi tidak mengetahui ;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 5 bulan
hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.
Selama pisah tidak pernah ada baik lagi ;

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak
bercerai, namun tidak berhasil ;

2. saksi 2, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 06 Juli 1979, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di
Kabupaten Grobogan, Di bawah sumpah memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tahun 2002;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang sekarang ikut Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak
harmonis, sering bertengkar penyebabnya saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 5 bulan
hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.
Selama pisah tidak pernah ada baik lagi ;

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak
bercerai, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan
sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon
putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

putusan ini ;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;
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B4

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan dan memerintahkan
untuk mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 2 huruf b Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang mediasi dikarnakan Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan
Hakim sudah menasehati menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Hakim
menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan
sebagaimana termuat didalam duduk perkaranya yang secara formal telah
memenuhi syarat sebuah surat gugataan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula
bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana
dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara
perceraian, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dan Penggugat
dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang berupa P.1 s/dan P.3, dimana
bukti-bukti tersebut berupa foto copy bermeterai cukup dan dilegalisir serta cocok
dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima

untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka
berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap
kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara
absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1 dan P.2,
Penggugat adalah penduduk Kota Salatiga yang menjadi wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009,
Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;
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B4

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka
Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga
Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan
berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan
atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1)
Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan
putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi orang-

orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing
masing telah telah memberikan keterangasn yang pada pokoknya menerangkan
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar
namun apa penyebabnya saksi tidak mengetahui, yang selanjutnya Tergugat

meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang selama 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti bukti tertulis
dan dihubungan dengan keterangan saksi saksi dipersidangan telah ditemukan
fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis,
semula sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selalu marah marah tanpa
alas an yang jelas yang selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama hingga sekarang selama 5 (lima) bulan. Selama pisah tidak pernah ada

rukun lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, sesuai Yurisprudensi MARI
No0.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah
rumah dan tidak saling berkomonikasi, maka rumah tangga yang demikian
tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi
dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi
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penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada
“apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup

rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap
hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan
Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut
dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974
dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu
jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat
utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat

’

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat

fugoha dalam kitab Fighus Sunah Juz Il hal 291 yang berbunyi :
plgs axo gloiaus V Las Lgs 2ol ,ual a> gl cacsl 15l
a.l,.ﬂ.a.";_;\ml.ﬂ."wul.la.l l@J)_g.zaln.aJLolvuo..ud |
s2s g poll cuigl aisl adlls (o ladl lgalla, 3iiu>o
logiv cMaVI e

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat
melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri
boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga
Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila
terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian
diantara keduanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi
pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum

Islam ;
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Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap
Penggugat (Penggugat );

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayara semua biaya
perkara ini sejumlah Rp. 396.000,00 ( tiga ratus Sembilan puluh enam
ribu rupiah)
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Salatiga pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober September 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Shofar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Syamsuri, MH.

sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H, serta Drs. Ahmad Faiz, S.H.,

M.S.l. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut serta Hary Suwandy, S,H.l. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri

oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. Syamsuri, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 982/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nursaidah. S.Ag. Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi, S.H.l.

Perincian biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya BAPP : Rp. 50.000,00
3. Biaya Pgl & PBT /PNBP : Rp. 300.000,00
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi . Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 396.000,00
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